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 MOTTO 

 

 

                 

Artinya: Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, 
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya. 

            (Q.S At-Talaq ayat 4) 

 

Proses tidak ada yang instant, maka berusahalah, 
awali dengan niat,  kuatkan usaha dan 
perbanyak doa, Insya Allah akan ada  

kemudahan dibalik  segala urusan, untuk hasil 
yang lebih yang baik. 

(penulis) 

_Ayu Rike Maharani_ 
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ABSTRAK 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Praktik Pembayaran Ijarah 
Buruh Tani 
Oleh : Ayu Rike Maharani 
Pembimbing 1 : Dr. H. Khairuddin, M.Ag dan Pembimbing II : 
Hamdan, M.Pd.I 
Latar belakang skripsi ini yaitu, terjadi perbedaan pembayaran 
ijarah (upah) antara buruh tani  laki-laki dan buruh tani perempuan 
dalam satu pekerjaannya yang sama seperti upahan ngarit padi. 
Maka dari itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini : (1) 
Bagaimana sistem pembayaran upah buruh tani, (2) Bagaimana 
Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan upah buruh tani. 
Tujuan dari skripsi ini untuk menjelaskan sistem pembayaran upah 
buruh tani. Penelitian ini termasuk penelitian jenis lapangan yang 
menggunakan metode  deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian 
ditemukan bahwa : (1) Sistem pembayaran ijarah buruh tani di 
Desa Kampung Bogor dengan sistem harian, akad yang dilakukan 
secara lisan dimana  Mu’jir datang langsung ke rumah Mua’jir 
untuk menawarkan pekerjaan berubah buruh harian ngarit padi, 
jika Mua’jir bersedia terhadap tawaran Mu’jir maka besok paginya 
sudah bisa datang bekerja tanpa adanya akad yang dilakukan 
secara tertulis (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
perbedaan pembayaran ijarah yaitu dilihat berdasarkan kinerja 
buruh dan pemanfaatan waktu (3) Ditinjau dari Hukum Islam 
terhadap praktik pembayaran ijarah di Desa Kampung Bogor 
sudah sesuai dengan hukum islam. yaitu dalam sistem 
pembayaran upah (ijarah) buruh tani di bayar setelah buruh selesai 
bekerja tanpa menunda-nunda pembayaran. Dan mu’jir 
memberikan upah mempertimbangkan kualitas kerjanya dan 
pemanfaatan waktu  bukan berdasarkan faktor urf (adat istiadat) 
maka hukum perbedaan pembayaran Ijarah ini menjadi Mubah.  
Sedangkan mengenai akadnya, akadnya tetap sah, apabila unsur 
keterpaksaan yang di rasakan oleh para buruh berdasarkan faktor 
ekonomi, Namun akad akan menjadi batal jika ada paksaan dari 
pihak majikan kepada pihak buruh perempuan dalam porsi 
pekerjaan di luar kewajibannya sebagai buruh perempuan. 
Kata kunci: Ijarah,  Pembayaran, Buruh tani, Hukum Isla 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
     Islam adalah rahmatan bagi seluruh alam (rahmatan lil 

alamin) maka hukum islam dapat diterapkan dalam semua 
masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat 
cakupan yang begitu luas untuk segala zaman dan tempat.1 
Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan 
ajaran islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek 
kehidupan. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, 
tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh 
transaksi keuangan islam.2 

 Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa 
mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik 
dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala 
aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya 
kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak 
dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk 
menghindari terjadinya masalah antar berbagai kepentingan, 
kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban 
dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum 
mu‟amalah. 

Salah satu bentuk hukum mu‟amalah yang sering terjadi 
adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai 
penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai 
buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan 
pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam 
rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh 
mendapatkan kompensasi berupa upah kerjasama seperti ini 
dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah Ijarah al-‘amal, 

                                                           
    

1
 Abd.Shomat, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum 

Indonesia, (jakarta:Kencana, 2012) h 35 

                      
2
 Rozalinda, Ekonomi Islam, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) h 1 
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yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya 
imbalan atau upah.3 

             

                    

     

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 
yang telah kamu kerjakan”. (Q.S At-Taubah /9:105)4 

 

     Upah merupakan uang yang dibayarkan sebagai 
pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah 
dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.5 Perjanjian kerja 
dalam syari‟at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-
menyewa (al-ijarah), yaitu “ijarah a’yan”, yaitu sewa menyewa 
tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah 
hukum Islam Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan 
yang menyewakan, sedangkan musta’jir adalah orang yang 
menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa 
sesuatu. Adapun syarat-syarat ijarah yaitu: kedua belah pihak 
baliq dan berakal, saling rela (tidak ada unsur keterpaksaan), 
manfaatnya jelas, objek al-ijarah boleh diserahkan dan 
digunakan secara lansung dan tidak ada cacatnya, objeknya 

                                                           
3 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata, 

(Yogyakarta: Uii,2004), h 11 

                             
4
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h 188 

                  
5
 Zulkli dkk, sistem pembarab upah bagi kuli barang di pasar sayur blok 

A padang panjang kota menurut fiqih muamalah, jurnal Integrasi Ilmu Syari‘ah, 

Volume 1I, Nomor 1, Januari-April 202,  h 244 
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sesuai yang dihalalkan syara‟, upahnya jelas, Tidak 
menyewakan pekerjaan diwajibkan kepadanya.6 

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima 
seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di 
dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di 
akherat (imbalan yang lebih baik)7. Penetapan upah bagi 
tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan 
mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga 
pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima 
upah untuk lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur‟an 
juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan 
keadilan itu sendiri.8 

                     

                  

     

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-
laki  maupun perempuan dalam Keadaan beriman, 
Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami 
beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih 
baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S An-
Nahl /16:97)9 

Surat An-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa tidak ada 
perbedaan gender dalam menerima upah / balasan dari Allah. 
Ayat ini menegaskan bahwa  tidak ada diskriminasi upah 

                                                           
6
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat, (jakarta :prenadamedia 

group), 2010, h 281 
7
 Idwal B, Upah dan Tenaga Kerja  Dalam Islam, Jurnal Mizani : Fakultas 

Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu,vol 1 no 2, 2014,  h 1 
8
 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistem Penggajian Islam, 

(Jakarta:Raih  Asa Sukses, 2008), h 129 

                       
9
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..............h 278 
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dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. 
Hal yang menarik dari ayat ini, adalah balasan Allah langsung 
di dunia (kehidupan yang baik/rezeki yang halal) dan balasan 
di akherat (dalam bentuk pahala)10. 

Masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan 
Kepahiang Kabupaten mayoritas bekerja sebagai buruh tani 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekitar 50% bahkan 
lebih dari seluruh Masyarakat Desa Kampung Bogor 
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang telah 
melakukan upah-mengupah dan bekerja sebagai buruh yang di 
upah. masyarakat di sana termasuk dalam  perekonomian 
menengah kebawah sehingga rata-rata dari masyarakat di sana 
bnyak yang membantu suaminya untuk bekerja termasuk 
dalam hal upah mengupah. contoh yang banyak dilakukan 
masyarakat di sana yaitu upahan mengarit padi pada saat tiba 
waktu panen, meskipun dalam soal upah laki-laki 
mendapatkan upah lebih besar dari pada perempuan tetapi 
tetap saja masih banyak para pekerja wanita yang ikut upahan 
ngarit padi karena desakan ekonomi yang membuat mereka 
terpaksa untuk tetap bekerja membantu suami untuk 
mendapatkan kehidupan yang layak.  Meskipun upah yang 
didapatkan para buruh tani perempuan relatif rendah dari 
pada buruh tani laki-laki meskipun dalam jenis pekerjaan yang 
sama. 

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan 
perempuan dalam posisi yang sama sebagai makhluk paling 
mulia dibanding makhluk lainnya. Namun dalam masyarakat 
diberbagai tempat, terdapat perbedaan pandangan tentang 
status perempuan sehingga muncul konstruksi yang berbeda-
beda mengenai kedudukan perempuan. Dari segi fisik, laki-laki 
dianggap lebih kekar dan tegap sehingga di asumsikan lebih 
memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan 
perempuan. 

                                                           
10 Wiwin agustian, Dina Melita, “konsep pengupahan dalam manajemen 

syariah” Maret 2020 Vol. 3, No, h 40 
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Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan 
penulis di Desa Kampung Bogor, dari pernyataan ibu Dena 
selaku  pekerjaan buruh bahwa: 

           Biasanya saya kalo ikut upahan dengan si A di upah Rp 50.000 
per hari sedangkan kalo laki-laki biasanyo sekitar Rp 60.000-
65.000 tergantung samo yang beri upah. Setiap majikan 
berbeda-beda dalam sistem pengupahannya, tetapi 
perbedaanya tidak terlalu jauh berkisaran Rp 10.000 -15.000. 

11
 

Dari penjelasan dari ibu Dena di atas saya simpulkan 
bahwa untuk besar pembayaran upah setiap pekerja buruh 
ngarit padi pada laki-laki tergantung kepada Mu’jir (pemberi 
upah). Ada yang di beri Rp 60.000 ada juga yang Rp65.000 
perhari lengkap dengan makan dan minum serta rokok. 
Sedangkan perempuan biasanya rata-rata Rp 50.000 perhari 

Wawancara kepada Bapak Mikut selaku Mu’jir (pemberi 
upah) tentang pembayaran upah: 

Aku kalo membayar upah para pekerja buruh ngarit  padi 
bekisaran Rp 60.000 untuk laki-laki dan untuk perempuan 
biasanya Rp 50.000 perhari”. Untuk laki-laki saya beri rokok 
juga dan kalo perempuan karno dio idak merokok jadi idak 
aku kasih rokok. Beda-beda dikitla sama yang majikan yang 
lain.

12
 

Dari penjelasan Bapak Mikut bahwa buruh ngarit padi 
untuk laki-laki yang bekerja kepada  beliau biasanya diberi 
upah lebih besar dari pada para Mu’jir (pemberi upah) lainnya 
yakni  bekisaran Rp 60.000  Perhari lengkap dengan rokok  
sedangkan jika perempuan upahnya tetap berkisar Rp 50.000 
perhari. 

Dari hasil wawancara awal penulis dapat simpulkan 
bahwa  perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan ini 
biasanya terjadi pada saat tiba waktunya panen, Pada saat tiba 

                                                           
11 Dena, pengerja  buruh,Wawancara, 1 September 2021  

  
12

 Mikut, pemberi pekerja, Wawancara, 1 September 2021 
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waktu panen padi biasanya  pemilik lahan  tidak mampu 
memanennya sendiri maka petani sangat membutuhkan tenaga 
kerja untuk memanennya, Sehingga pemilik lahan  
membutuhkan bantuan tenaga untuk memanen. dalam 
pemberian upah berbeda antara laki-laki dengan perempuan. 
biasanya buruh laki-laki mendapatkan upah lebih banyak dari 
pada upah yang diterima oleh buruh perempuan, sehingga 
berbeda upahnya, Sistem pengupahan ngarit padi ini biasanya 
dengan sistem upah harian. Berkisaran dari jam (08.00-11.30) 
istirahat makan lanjut kembali jam (13.000-16.30). Jenis 
pekerjaannya adalah mengarit (memotong) batang padi lalu di 
kumpulkan kemudian digebuk. adapun upahnya antara lain: 

1. Pekerja laki-laki bisanya mendapatkan upah sebesar Rp 
60.000 beserta dengan rokok makan dan minum 

2. Sedangkan pekerja perempuan mendapatkan upah 
sebesar Rp 50.000 beserta dengan makan dan minum. 

    Upah yang diterima oleh para buruh memungkinkan 
adanya ketidaksesuani dengan etos kerjanya, Perbedaan upah 
antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu 
ketidakadilan bagi buruh perempuan, walaupun jenis 
pekerjaannya sama yaitu sama-sama mengarit padi.  
Seharusnya upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh 
laki-laki maupun perempuan disesuailkan dengan kemampuan 
yang dimiliki oleh individu pekerja atau buruh. Meskipun 
adanya perbedaan upah  membuat para buruh perempuan 
tidak bisa berbuat apa-apa mereka tetap memilih bekerja 
membantu para suami demi mencukupi kebutuhan sehari-hari,  
karena desakan ekonomi yang membuat mereka tetap terpaksa 
bekerja sebagaimana dengan buruh laki-laki lainnya.  
perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan ini sudah 
tidak asing lagi karena kurang nya pengetahuan para 
penduduk akan bermuamalah sehingga memungkinkan terjadi 
ketidakadilan dalam pembayaran upah antara laki-laki dan 
perempuan serta memungkinkan adanya unsur keterpaksaan 
para buruh perempuan dalam bekerja.  maka dari itu penulis 
tertarik untuk meneliti permasalahan Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di 
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Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten 
Kepahiang). 

B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana sistem pembayaran upah buruh tani di Desa 

Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten 
Kepahiang? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan 
upah buruh tani di Desa Kampung Bogor Kecamatan 
Kepahiang Kabupaten Kepahiang? 

C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menjelaskan sistem pembayaran upah buruh tani di 

Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten 
Kepahiang. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap 
perbedaan upah buruh tani di Desa Kampung Bogor 
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. 

D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan bisa menjadi literatur 
untuk penelitian lanjut dan diharapkan bisa memperluas 
serta pengetahuan pembaca dan mahasiswa jurusan hukum 
ekonomi syariah, khusunya tentang sistem upah. 

2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi peneliti, Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar 

sarjana hukum serta mengembangkan ilmu pengetahuan 
mengenai penelitian ilmia. 

b. Bagi Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan sebagai salah satu bahanuntuk refrensi bagi 
penelitian-penelitian selanjutnya. 

c. bagi petani, Penelitian ini diharapkan dapat memberi 
tambahan pengetahuan bagi petani dalam menentukan 
sistem pembayaran upah buruh tani. 
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E. Penelitian Terdahulu 
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan 

dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh 
beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Fira Pustaka (2021) 

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 
Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Prodi Hukum 
Ekonomi Syariah, yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam 
Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun 
Rumah pada masyarakat di Kecamatan Kota Padang 
Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu (Studi di Kecamatan 
Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)”.  Bahwa pada 
penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanan 
Pembayaran Upah dengan membayar upah sebelum 
perkerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakataan kedua 
bela pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam adat 
kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat 
setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak 
serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antara 
kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah 
sepadan antara Muaj‟ir dan Musta‟ajir dan sesuai dengan 
perkerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja saat 
pembuatan akad tidak diperjelas ketentuan hak dan 
kewajiban serta waktu dan kerapian dalam berkerja.13 
Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni  
sama-sama membahas praktik upah dan sama-sama 
ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan perbedaan 
keduanya yakni  skripsi di atas membahas mengenai 
Pelaksanan Pembayaran Upah dengan membayar upah 
sebelum perkerjaan dilaksanakan. Sedangkan penulis 
meneliti praktik perbedaan  pembayaran ijarah antara laki-
laki dan perempuan di Desa Kampung Bogor Kecamatan 
Kepahiang Kabupaten Kepahiang.    

                                                           
13 Fira Pustaka, “Pelaksanan Pembayaran Upah Tinjaun Hukum Islam 

Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun Rumah pada masyarakat 

di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong” (Skripsi Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2021), h 49 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi kartikasari (2019) 
Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 
Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Prodi Hukum 
Ekonomi Syariah, yang berjudul “Pembayaran Upah 
Enggan Dicicil Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa 
Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko 
Muko Provinsi Bengkulu)”. Bahwa pada penelitian ini 
meneliti tentang pembayaran upah dengan dicicil dimana 
pembayaran akan dibayar di tengah pekerjaan dan di akhir 
pekerjaan tanpa ada akad diawal14. Persamaan skripsi di 
atas terhadap yang penulis teliti yakni  sama-sama 
membahas praktik pembayaran upah dan sama-sama di 
tinjau dari Hukum Islam, Sedangkan perbedaan keduanya 
yakni skripsi di atas membahas pembayaran upah dengan 
dicicil, Sedangkan penulis meneliti praktik perbedaan  
pembayaran ijarah antara laki-laki dan perempuan di Desa 
Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten 
Kepahiang.   

3.  Penelitian yang dilakukan oleh H Ahmad Nur Shodik 
(2008) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga 
Yogyakarta Fakultas Syariah, yang berjudul “Tinjauan 
hukum Islam tentang upah buruh tani di Desa Rejasari di 
kota Banjar Jawa Barat”, penelitian ini membahas 
penanguhan pembayar upah sampai panen telah tiba. 
Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni 
sama-sama membahas praktik pembayaran upah dan sama-
sama di tinjau dari Hukum Islam, Sedangkan perbedaan 
keduanya yakni skripsi di atas membahas pembayaran 
upah dengan dicicildimana pembayaran akan dibayar di 
tengah pekerjaan dan di akhir pekerjaan tanpa akad di 
awal.15 Sedangkan penulis meneliti praktik perbedaan 
pembayaran ijarah antara laki-laki dan perempuan di Desa 

                                                           
14

 Dwi Kartikasari, berjudul Praktek Penangguhan Upah Pada Jasa 

Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah  Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta 

Malaka Kabupaten Aceh Besar.( Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam 

Negeri, Bengkulu, 2019),  h 57 
15

 H. Ahmad Nur Shodik, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh 

Tani Di Desa Rejasari Dikota Banjar Jawa Barat. (Skripsi Fakultas Syari’ah, 

Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga ,Yogyakarta),  h 48 
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Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten 
Kepahiang.   
 

F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

          Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan atau biasa dikenal dengan penelitian 
Field Research. Guna untuk mendapatkan informasi dengan 
cara mengadakan wawancara langsung kepada responden 
yang mengadakan praktek upahan ngarit  padi di 
kacamatan kepahiang kabupaten kepahiang. 

2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunkan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah 
satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati 
atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau 
suatu kejadian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah 
suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia 
atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian 
yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara 
sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian 
deskriptif adalah sebagai berikut:16 

a. bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang 
muncul yang dihadapi sekarang. 

b. bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk 
disusun, dijelaskan dan dianalisis. 

    Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 
dengan berkunjung langsung ke persawahan Desa 
Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten 
Kepahiang, sebagai tempat dijadikan penelitian. 

 
 

                                                           
16 Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h .7 
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3. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung 

selama kurang lebih 6 (enam) bulan Mulai dari Agustus 
2021 sampai januari 2022. Priode itu dimulai dari observasi 
awal ke lokasi, pembuatan dan bimbingan proposal, 
sampai dilakukannya penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Bogor 
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, karena di 
sinilah tempat terjadinya praktik perbedaan upah ngarit 
padi antara laki-laki dan perempuan. Praktek tersebut  
memang sudah ada sejak dahulu kala seperti sudah 
menjadi tradisi adat di sana mengenai sistem pengupahan 
ngarit padi, Sehingga membuat peneliti tertarik ingin 
meneliti. 

4. Subjek / Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang yang 

diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.17 
Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti 
menggunakan Tekhnik Purposive Sampling. Purposive 
Sampling merupakan metode serta cara pengambilan 
sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. 
Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang 
dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan 
dilakukan.18 Untuk menetapkan informan, peneliti 
menggunakan kriteria sebagai berikut: 
a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti. 
b. Memilih informan yang mampu memberikan 

informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. 
c.  Musta’jir (orang yang melakukan pekerjaan atau yang 

menerima upah) harian ngarit padi di Desa Kampung 
Bogor. 

d. Mu’jir (pemberi upah) upah harian ngarit padi di Desa 
Kampung Bogor. 

                                                           
17

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

Publik dan Ilmu Sosial, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007) h 111 
18

 Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2012), h 106 
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Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 12 
(duabelas) informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Dusun, 
5 orang Mu’jir (pemberi pekerja) dan 6 Musta’jir (orang yang 
melakukan pekerjaan) upah harian ngarit padi di Desa 
Kampung Bogor. 

Tabel 1.1 
Daftar Informan 

NO  NAMA JENIS 
KELAMIN 

PEKERJAAN 

1 Mahmud Laki-laki Kepala Dusun 

2 Mikut Laki-laki  Pemberi Upah 

3 Darmansyah  Laki-laki Pemberi Upah 

4 Agustini Laki-laki  Pemberi  Upah 

5 Ino Perempuan Pemberi  Upah 

6 Sarmi  Perempuan Pemberi  Upah 

7 Dena Perempuan Buruh 

8 Arsih Perempuan Buruh 

9 Kimik  Perempuan  Buruh 

10 Meti  Perempuan Buruh 

11 Jumangin Laki-laki Buruh 

12 Suratman  Laki-laki Buruh 
 

5. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data 
a. Sumber Data 

  Sumber data yang dimaksud dalam penelitian 
adalah subjek dari mana data diperoleh19. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data 
yaitu primer dan data sekunder. 

1). Data Primer 
  Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumber data lapangan. sehingga 
data yang terhimpun benar-benar data yang valid 
dan kemudian menjadi salah satu sumber dari 
data penelitian tersebut. data ini diperoleh 

                                                           
19 Kasiram, Metode Penelitian, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 

2008), h 113 
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langsung dari masyarakat Desa Kampung Bogor 
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, 
yaitu dengan melakukan wawancara kepada 
Musta’jir (orang yang melakukan pekerjaan) dan 
Mu’jir (pemberi upah). 

2). Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari sumber yang berada di luar objek yang 
sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan 
dengan objek yang akan diteliti, baik berupa 
tulisan, yang sudah jadi seperti laporan, buku-
buku, jurnal, dokemen-dokemen Desa Kampung 
Bogor dan situs internet yang berkaitan dengan 
judul penelitian yang penulis lakukan. 

b. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah 
dengan cara Observasi, wawancara, dan dokumentasi 
agar mampu mendapatkan informasi yang tepat 
antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di 
lapangan. 

1)  Observasi (Pengamatan) 
 Observasi yang dilakukan dengan cara 

melakukan turun secara langsung ke lokasi 
penelitian guna mendapatkan gambara umum 
tentang masalah yang di teliti yang bertempat di 
Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang 
Kabupaten Kepahiang. 

2).  Interview (Wawancara) 
 Teknik interview yang disebut juga sebagai 

wawancara yaitu suatu teknik yang bertujuan 
untuk mendapatkan keterangan atau data secara 
lisan dari seorang responden sebagai pembantu 
dari teknik observasi20. Maka dalam penelitian ini 
penulis akan melakukan wawancara kepada orang-

                                                           
20

 Koenjoroningrat, Metode - Metode penelitian masyarakat, Cetak ke-9 

(Jakarta: Pengadilan tinggi gramedia, 1989), h.129 
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orang yang terkait dengan penelitian yaitu 
Musta’jir (orang yang melakukan pekerjaan), Mu’jir 
(pemberi upah) dan Kepala Dusun. 

3). Dokumentasi 
  Merupakan cara mencari data mengenai hal-

hal atau variabel berupa arsip-arsip, catatan-catatan 
dan pendapat lainnya yang berhubungan dengan 
penelitian.21  Untuk Metode ini sumber data berupa 
catatan-catatan penting, atau arsip desa, guna 
mendapatkan data tentang jumlah penduduk, luas 
lahan sawah di Desa Kampung Bogor Kecamatan 
Kepahiang Kabupaten Kepahiang. 

 
6. Populasi dan Sample 

a. Populasi 
         Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.22 Berdasarkan definisi tersebut maka 
yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah  
masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan 
Kepahiang Kabupaten Kepahiang.  Yang terdiri dari 
747 petani dan 396 buruh. 

b. Sample 
 Sample adalah kelompok kecil yang diamati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan 
karakteristik populasi juga dimiliki oleh sample.23 
Dalam hal ini sample yang digunakan adalah proposive 
sampling  untuk mencari sampel pada buruh, dan 
diambil 12 orang yaitu 2 orang buruh tani laki-laki dan 

                                                           
21

 Suharsini Arikonto, Prosedur Penelitian, (Yogyakarta.Rineka cipta, 

1993), h 203 
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaf , 

Kualitatif) , Bandung: Alfabeta, 2011),  h 80 
23 Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian,(Bandung:cv 

Mandar maju) h 124 
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4 orang buruh tani perempuan dan 5 orang sebagai 
pemberi pekerjaan dan 1 kepala dusun. 

 
7. Teknik Analisis Data 

 Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk 
memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang 
berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), 
wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, 
kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan.24 

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, 
fakta, dan bukti nyata yang dapat dibuktikan. 

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, penulis 
menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif 
adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran 
umum mengenai suatu fenomena (teori) dan 
menggeneralisasikan kebeneran tersebut pada suatu 
pristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan 
fenomena yang bersangkutan.25 Menurut pengetahuan  
penulis pola pikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan 
dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus, 
kemudian memaparkan konsep ijarah dalam Hukum Islam. 
Selanjutnya dipakai untuk meninjau hukum perbedaan 
upah buruh tani kemudian ditarik kesimpulan. 

 
G. Sistematika Penulisan 

 Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan 
pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang 
terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya 
saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 58 

                  25 Saifudin Azwar, Metode peneliitian”, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 

2010), h 40 
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   Bab I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang 
berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, 
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

       Bab II dari skripsi ini adalah kajian teori yang berisikan 
teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya 
pengertian Ijarah, dasar Hukum  Ijarah, rukun dan syarat Ijarah, 
sifat dan Hukum Ijarah, macam-macam Ijarah dan Hukumnya, 
pembayaran upah atau sewa, pembatalan dan berakhirnya 
akad Ijarah, Jenis dan sistem upah dalam Islam, dan prinsip-
prinsip upah dalam Islam. 

      Bab III dari skripsi ini adalah menjelaskan tentang  
gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari profil Desa 
Kampung Bogor, demografis Desa Kampung Bogor dan 
struktur organisasi Desa Kampung Bogor Kecamatan 
Kepahiang Kabupaten Kepahiang. 

      Bab IV dari skripsi ini adalah membahas hasil 
penelitian yaitu menjabarkan hasil penelitian mengenai apa 
saja faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah ngarit 
padi antara laki-laki dan perempuan, bagaimana sistem 
pembayarannya dan bagaimana tinjaun hukum islam terhadap 
praktik perbedaan upah. 

       Bab V dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang 
diajukan dalam rumusan masalah, sedangkan dalam saran 
adalah berisi rekomendasi dari peneliti mengenai 
permasalahan yang telah diteliti sesuai dengan hasil 
kesimpulan yang diperoleh. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 

 
A. Upah (Ijarah) 

1. Pengertian  Upah (Ijarah) 
Al-ijarah menurut bahasa merupakan isim (nama) 

bagi sewaan, sedangkan menurut Syara‟ ialah memiliki 
suatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) 
berdasarkan persyaratan.26 Dalam arti luas, al-ijārah 
bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat 
sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah 
tertentu. Secara etimologi al-ijarah berasal dri kata al-ajru 
yang berarti penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu 
dinamai juga al Ajru/upah.27 al-ijarah mengambil dari 
bahasa arab yang mempunyai makna“ upah, sewa, jasa, atau 
imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu format muamalah 
dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa 
meyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan 
lain-lain. Berdasarkan pendapat syara’ mempunyai arti 
“aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang 
diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai 
dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-
syarat tertentu”.28  

Sedangkan secara terminologi salah seorang ulama 
fiqh berpendapat yaitu: 

a. Menurut Sayyid Sabiq, al-Ijarah adalah suatu jenis 
akad atau transaksi untuk mengambil manfaat 
dengan jalan memberi penggantian Sedangkan 
secara terminologi, beberapa ulama fiqih berbeda 
pendapat dalam mengartikan ijarah. 
 
 

                                                           
26

 Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fanani, Terjemahan Fathul 

Mu’in 2, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 933 
27 Hendi Suhendi. Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo, 2002),  h 114 
28

 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga 

Kontemporer, (UIN-Maliki Press), 2018,  h 49 
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         b. Menurut Hanafiyah, ijarah ialah:  
فَعَةٍ عُقْدٌ  دَةٍ مِنَ الْعَىْنِ مَقْصُوْ  مَعْلُوَ مَةٍ  ىفُِىْدُ تََلِْىْكُ مَن ْ

   الْمُسْتَا جِرَةٍبعَِوْضٍ 
“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang 
diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa 
dengan imbalan”. 

c.  Menurut Malikiyah ijarah: 

قُوْلَانِ  وَبَ عْضِالنَ ْ فَعَةِالَادَمِى ِّ عَاقُدِعَلَىمَن ْ      تَسْمِيَةُالت َّ
"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang 
bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 
dipindahkan”. 

 
d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah  

ialah: 

فَعَةٍ مَعْلُ مَةٍ مَعْلُوْ مَةٍ فاَ بلَِةٌ للِْبَ زْلِ وَالِا            عَقْدٌ عَلَى مَن ْ
 باَ حَةِ بعِوَ ضِ وَ ضْعًا 

 “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja 
untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan 
yang diketahui saat itu”. 

e.   Menurut  Muhammad Al-Syarbini  al-khatib bahwa 
yang dimaksud dengan ijarah adalah: 

فَعَةٍبعِِوَضبِشُرُوُطٍ     تََلِْىْكُمَن ْ
“ Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan 
syarat-syarat .” 
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f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil 
manfaat  tenaga orang lain dengan jalan memberei  ganti 
menurut syarat-syarat tertentu.29 

g.  Menurut ulama Syafi‟iyah al-ijarah adalah, dengan suatu 
jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang 
dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, 
dengan cara memberi imbalan tertentu. 

h. Menurut Amir Syarifudin al-ijarah secara sederhana 
dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat 
atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek 
transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut 
ijarah al’Ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk 
ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat 
atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-Dzimah  
atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. 
Sekaligus objeknya berbeda keduanya dalam konteks 
fiqh disebut al-ijarah.30 

i. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga 
mempunya pandangan berhubungan dengan ijaroh, 
ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat 
untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan 
imbalan, sama dengan menjual manfaat 

j. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-
Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan 
ijaroh, ialah Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan 
dan syarat-syarat.31 

k. Menurut Dr. Muhammad Syafi‟i Antonio, Ijarah adalah 
akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.32 

                                                           
29

 Hendi Suhendi. Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam........h 114 
30 Abdul Rahman Ghazaly Dkk, Fiqh Muamala, (Jakarta : Prenamedia 

Grup, 2010),  h 277 
31

 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah.......h 20 
32

  Endang Wahyudin, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,  (Jakarta: 

Kencana, 2016) , h 245 
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l. Menurut Ali al-Khafif, al-ijarah adalah transaksi terhadap 
sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan33 

 
Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat 

dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada 
imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti 
sewa-menyewa dan  mengupah-mengupah.34 

            Sewa Menyewa adalah: 

 بَ يْعُ الْمَنَا فِعِ 
             “Menjual manfaat” 

             Dan upah-mengupah adalah: 

 بَ يْعُ الْقُوَّ ةِ 
            “Menjual tenaga atau kekuatan” 

2. Dasar Hukum Al-Ijarah 
       Para  fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad 
yang dibolehkan oleh syara‟, kecuali beberapa ulama, 
seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma‟il bin „Aliyah, Hasan 
Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka 
tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli 
manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, 
tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu 
barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. 
Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak 
boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut 
disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun 
pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia 
(manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi 

                                                           
33

 Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer,(Depok:Rajawali 

Pers, 2007) h 80 
34 Hendi Suhendi. Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam........h 115 
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perhatian serta pertimbangan syara‟.35Alasan jumhur 
ulama tentang dibolehkannya ijarah adalah 

a. Q.S At-Thalaq/65: 6 

                

                     

                        

                       

              

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana 
kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri 
yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika 
mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu Maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
kamu menemui kesulitan Maka perempuan 
lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya”. (Q.S At-Thalaq/65:6)36 

 

                                                           
35

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2017), h.318 

                         
36

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..........h 559 
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b. QS. Al-Qashash ayat 26-27 

                  

                

                   

                 

                     

                      

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu 
berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 
berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya 
aku bermaksud menikahkan kamu dengan 
salah seorang dari kedua anakku ini, atas 
dasar bahwa kamu bekerja denganku 
delapan tahun dan jika kamu cukupkan 
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu 
kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak 
hendak memberati kamu. dan kamu insya 
Allah akan mendapatiku Termasuk orang- 
orang yang baik. (QS. Al-Qashash: 26-27)37 

 
 

                                                           
                     37 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..........h 388  
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c. As-Sunnah    

قاَ لَ رَ سُوْ لُ الله وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا للّةُ عَنْةُ قاَ ل:
راََجْرَهُ قَ بْلَ انَْ ىَجِفَّ عُرقُوُ عَلَىْوِ وَسَلمَ: اعُْطوُْاالَاجِى ْ  

Artinya: Ibnu Umar ra.berkata, Rasulullah Saw. 
bersabda, “Berikanlah kepada pekerja 
upahnya sebelum keringatnya kering”. 
(HR Ibnu Majah).38 

d. Ijma  
    Umat islam pada masa sahabat telah berjima‟ 

bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi 
manusia.39 Di samping Al-Qur‟an dan As-sunah, 
dasar hukum ijarah adalah ijma. Sejak zaman 
sahabat sampai sekarang  ijarah telah disepakati 
oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa para 
ulama yang telah di sebutkan diatas. Hal tersebut di 
karenakan masyarakat sangat membutuhkan akad 
ini. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari, 
perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya 
ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan 
kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak 
orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat 
bekerja. Di pihak lain banyak orang yang 
mempunyai tenaga atau keahlian yang 
membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah 
keduanya saling mendapatkan keuntungan dan 
kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.40 

 
 
 
 
 

                                                           
             

38
 Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Darul Haq, 

2015), h. 490 

             
39

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,  (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 

2020), h 124 

                       40 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah.................h 320 
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3. Rukun  Ijarah  
         Berdasarkan pendapat para jumhur ulama rukun 

ijarah ada empat (diantaranya) ialah: 
a. Orang yang berakad (Aqid) 

    Orang yang melakukan akad ijarah ada dua 
orang yaitu Mu’jir ialah orang yang memberikan upah  
dan  Musta’jir ialah orang yang menerima upah untuk 
melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi 
Mu’jir dan Musta’jir, pertama harus mengetahui 
manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat 
mencegah terjadinya perselisihan, kedua berakal 
maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik 
dan buruk. 

b. Sighat Akad 
           Mu‟jir dan Musta’jir, Yaitu melakukan ijab dan 
qabul ialah Ungkapan, pernyataan dan penjelasan 
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 
gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad 
ijarah. 

c. Upah (Ujroh) 
              Ujroh yaitu diberikan kepada musta’jir atas jasa 

yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh 
mu’jir.  

d. Manfaat 
          Salah satu cara untuk mengetahui ma’qud alaih 
(barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, 
batasan waktu, dan jenis pekerjaan”. Segala sesuatu 
yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan 
ijarah, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini: 

1).  Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan 
secara langsung dan harata bendanya tidak cacat 
yang berdampak terhadap penghalangan 
fungsinya. Tidak bolehkan akad ijarah atas harta 
benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, 
bukan pihak keduanya. 

2). Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang 
kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada 
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yang disembunyikan tentang keadaan barang 
tersebut. 

3).  Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah 
harta benda yang bersifat isti’mali, yakni harta 
benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali 
tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan 
pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda 
yang bersifat  stihlaki ialah: harta benda yang 
rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. 
Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah 
diatasnya. 

4). Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan 
dengan Hukum islam. seperti menyewakan 
menyewakan tempat untuk melakukan maksiat. 

5). Objek yang disewakan manfaat langsung dari 
sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk 
usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. 
Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu 
benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, 
sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau 
sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, 
telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”.41 

 
4.  Syarat Ijarah 

          Seperti halnya akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini 
juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu: 

a. Syarat terjadinya Akad  
          Syarat terjadinya akad berkaitan dengan dengan 
aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan 
dengan aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut 
Hanafiyah, dan baliqh menurut syafi‟iyah dan 
Hanabilah. Dengan demikian akad ijarah tidak sah 
Apabila pelakunya (mu‟jir dan musta‟jir) gila atau 
masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz 
merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, 
sedangkan baliqh merupakan syarat untuk 

                                                           
41 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah.......h 53 
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kelangsungan (nafadz). Dengan demikian, apabila anak 
yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga 
kerja) atau barang yang dimikinya maka hukum 
akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya 
menunggu izin walinya. 

b. Syarat kelangsungan Akad (Nafadz) 
           Syarat untuk kelangsungan (Nafadz) akad ijarah 
diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah 
kekuasaan. Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai 
hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, seperti akad 
yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya tidak bisa 
dilangsungkan  dan menurut Hanafiah dan Malikiyah 
setatusnya mauquf ditanggungkan menunggu 
persetujuan si pemelik barang. Akan tetapi menurut 
syafi‟iyah dan Hanabillah hukumnya batal, seperti 
halnya jual beli.42 

c. Syarat sahnya ijarah   
 Syarat untuk sahnya ijarah harus dipengaruhi 
beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), 
mauqud ‘alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan 
akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai 
berikut. 
1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan 

kerelaan melakukan akad al-ijarah apabila salah 
seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, 
Maka akad  ijarah nya tidak sah. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah.  

                 

               

                    

Artinya:   Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu 

                                                           
42 Ahmad Wardi Muslich,Fiqh Muamalat.........h 321-322 
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dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu 
Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa 29).43 

 

2). Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak 
menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad 
(manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan 
perselisihan, maka akad  ijarah tidak sah, karena 
dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa 
diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. 
Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan 
dengan  menjelaskan: 
 a). Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa 

dengan mengetahui beda yang disewakan. 
Apabila seseorang mengatakan, ”saya 
sewakan kepadamu salah satu dari dua 
rumah ini.” Maka akad ijarah tidak sah, 
karena rumah yang mana yang akan 
disewakan belum jelas. 

b). Masa manfaat. Penjelasan tentang masa 
manfaat diperlukan dalam  kontrak rumah 
tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, 
atau kendaraan, misalnya berapa hari 
disewa. 

               c).  Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh 
tukang dan pekerja. Penjelasan ini 
diperlukan agar antara kedua belah pihak 
tidak terjadi perselisian. Misalnya pekerjaan 
membangun rumah sejak fondasi sampai 
terima kunci, dengan model tertuang dalam 
gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas 
lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas. 

                                                           
43 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..........h 83 
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           3).   Objek akad  ijarah harus dapat dipenuhi, baik 
menurut hakiki maupun syar‟i. dengan demikian, 
tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit 
diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan 
kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak 
bisa dipenuhi secara syar‟i, seperti menyewa 
tenaga wanita yang sedang haid untuk 
membersihkan masjid, atau menyewa tukang 
sihir untuk mengajar ilmu sihir. 

          4).   Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat 
yang dibolehkan oleh syara. Misalnya menyewa 
buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk 
tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh 
menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti 
pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang 
untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya 
karena dalam hal ini berarti mengambil upah 
untuk perbuatan maksiat. 

          5).   Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan 
bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum 
dilakukannya ijarah. Hal tersebut karena seseorang 
yang melakukan pekerjaan yang wajib 
dikerjakannya, tidak sah menyewakan tenaga 
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang 
bersifatnya taqarrub  dan taat kepada Allah Swt, 
seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan 
dan mengajarkan Al-Qur‟an, karena semuanya itu 
mengambil upah untuk pekerjaan yang fardu dan 
wajib. 

          6). Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat 
dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia 
memenfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka ijarah 
tidak sah. 

7). Manfaat maqud'alaih harus sesuai dengan tujuan 
dilakukannya akad ijarah, yang bisa berlaku 
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umum. Adapun syarat-syarat yang berkaitan 
dengan upah adalah sebagai berikut: 
a). Upah harus berupa  mal mutaqawwim yang 

diketahui. Syarat ini disepakati oleh para 
ulama. Syarat mal mutaqawwim diperlukan 
dalam ijarah, karena upah merupakan harga 
atas manfaat. 

 b). Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis 
manfaat ma'qud 'alaih apabila upah atau sewa 
sama dengan jenis manfaat barang yang 
disewa, maka ijarah  tidak sah. 

d. Syarat Mengikatnya Akad Ijarah (Syarat Luzum) 
 1). Benda yang disewakan harus terhindar dari 

cacat(„aib) yang menyebabkan terhalangnya 
pemanfaatan atas benda yang disewa itu. 

2). Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat 
membatalkan akad ijarah. Misalnya udzur  pada 
salah seorang yang melakukan akad atau pada 
sesuatu yang disewakan. 
   a). Udzur dari sisi mu’jir (orang yang 

menyewakan). Misalnya musta’jir pailit atau 
pindah domisili.  

 b). Udzur dari sisi mu‟jir (orang yang 
menyewakan). Misalnya mu‟jir memiliki 
utang yang sangat banyak yang tidak ada 
jalan lain untuk   membayarnya kecuali 
dengan menjual barang yang disewakan dan 
hasil  penjualnya digunakan untuk melunasi 
utang tersebut. 

c).  Udzur yang berkaitan dengan barang yang 
disewakan atau sesuatu yang disewa.44 

 
5. Sifat dan Hukum Ijarah  

a. Sifat Ijarah  
         Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad yang lazim 

yang didasarkan pada firman Allah SWT: اوَْفوُْاببِْلعُقوُْد yang 

                                                           
44

 Ahmad Wardi Muslich,Fiqh Muamalat.........h 323-328 



30 
 

boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan asalnya, 
bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaiknya, 
jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad 
lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya 
sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya 
manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya 
pada ayat Al-Qur‟an di atas. Berdasarkan dua pandangan 
di atas, menurut ulama hanafiyah, ijarah batal dengan 
meninggalnya salah seseorang yang akad dan tidak dapat 
dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur 
ulama, ijarah tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli 
warisnya. 

  b.  Hukum ijarah 
   Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan 

bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau 
orang yang menyewakan ma'qud'alaih, sebab ijarah 
termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan 
kemanfaatan. Adapun hukum ijarah rusak, menurut 
ulama hanafiyah,  jika penyewa telah mendapatkan 
manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang 
bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu 
akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. 
Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak 
memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah 
harus diberikan semeskinya. Jafar dan ulama Syafi‟iyah 
berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual beli 
fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau 
ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.45 

 
             6.  Macam-Macam Ijarah Dan Hukumnya 

             Ijarah ada 2 macam yaitu: 
a. ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. 

Dalam ijarah bagian pertama ini, objeknya adalah 
manfaat dari suatu benda. 

                                                           
45

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah.............h 130-131 
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b. ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. 
Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah 
amal atau pekerjaan seseorang.46 

1).  Hukum ijarah atas manfaat  sewa menyewa 
 

           Akad sewa menyewa dibolehkan atas 
manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat 
tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, 
mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian 
dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat 
yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, 
karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, 
tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat 
yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah. 

2). Hukum ijarah atas pekerjaan (upah mengupah) 
          ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah 
adalah suatu akad ijarah  untuk melekukan 
suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun 
rumah menjahit pakaian, mengangkut barang ke 
tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atu 
kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan 
pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau 
tenaga kerja ada dua macam, yaitu: 
a).   Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang 

bekerja pada satu orang untuk masa 
tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja 
untuk orang lain selain orang yang teleh 
mempekerjakannya. Contohnya seseorang 
yang bekerja sebagai pembantu rumah 
tangga pada orang tertentu. 

b).  Ajir (tenaga kerja) musytarak  yaitu orang 
yang bekerja lebih dari satu orang, sehingga 
mereka bersekutu di dalam memanfaatkan 
tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang 
celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya 
adalah ia (Ajir musytarak) boleh bekarja 

                                                           
                      

46
 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah.......h 56 
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untuk semua orang yang menyewa 
tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja 
kepada orang lain. Ia (Ajir musytarak) tidak 
berhak atas upah kecuali dengan bekerja.47 

 
7. Pembayaran Upah atau Sewa 

   Jika Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 
pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya 
pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 
berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran 
serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut 
Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-
angsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut 
Imam Syafi‟i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan 
akad itu sendiri, jika musta'jir menyerahkan zat benda yang 
disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya, 
karena penyewa musta'jir sudah menerima kegunaannya. 
Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut: 

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada 
hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rosulullah 
Saw. Bersabda: 

قاَ لَ رَ سُوْ لُ الله نِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا للّةُ عَنْةُ قاَ ل:وَ عَ 
راََجْ  عَلَىْوِ وَسَلمَ: رَهُ قَ بْلَ انَْ ىَجِفَّ عُرُقُ اعُْطوُْاالَاجِى ْ  

Artinya: Umar r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda, 
“berikanlah kepadanya pekerjaaan 
upahnya sebelum keringatnya kering”. 
(Ibnu Majah).48 

 
8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah 

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad Al 
ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara 
sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang 
berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan 

                                                           
47

 Ahmad Wardi Muslich,Fiqh Muamalat.............h 330-333 

 48 Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Darul 

Haq, 2015), h 490 
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kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama 
Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka 
akad al-ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. 
Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu 
boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh 
sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak 
membatalkan akad Al-ijarah. 

Menurut syaid sabiq, Al-ijarah akan menjadi batal 
dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: 

a. Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada 
tangan penyewa. 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya 
rumah, dan runtuhnya bangunan gedung. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju 
yang diupahkan untuk dijahit. 

d. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai 
dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya 
pekerjaan. 

e. Menurut hanafi salah satu pihak dari yang berakat 
boleh membtalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian 
yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, 
tercurinya barang barang dagangan, dan kehabisan 
modal49. 

9. Jenis dan Sistem Upah dalam Islam 
a. Upah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu: 

                          Upah yang telah disebutkan (al-musamma), Upah 
jenis ini adalah upah yang telah disebutkan pada awal 
transaksi mengenai nominalnya, syaratnya adalah 
ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan 
(diterima oleh kedua belah pihak). 

b. Upah yang sepadan (al-mitsli) 
                                     Upah jenis ini adalah upah yang sepadan dengan 

kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. 
Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai 

                                                           
                      49 Hamsah Hudafi, Ahmad Budi Lakuanine,  Penerapan Akad  Ijarah 

Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah,  Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah 

IAIN Sultan Amai Gorontalo), Volume 2, Nomor 1, April 2021, h 49-50 
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kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada 
umumnya. 

10. Prinsip-prinsip Upah Dalam Islam 
a. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi 

kerja 
           Dalam segala jenis akad dan transaksi bisnis, 

terciptanya unsur rela sama rela antara pihak-pihak 
didalamnya sangat dikedepankan. Islam melarang 
adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah 
satu pihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan 
seseorang masuk kedalam memakan harta sesamanya 
dengan cara yang bathil. 

b.  Mencukupi Kebutuhan Dasar 
      Upah yang baik haruslah mencukupi 

kebutuhan dasar para karyawan. Setidaknya, dengan 
terpenuhi kebetuhan dasar, para karyawan akan 
merasa diperhatikan oleh perusahaan sehingga 
tercipta hubungan emosional yang kuat antara 
karyawan dan perusahaan dan menciptakan loyalitas 
karyawan terhadap perusahaan. 

c. Roporsional dan transparan 
   Upah adalah konsekuensi dari kinerja seseorang. 

Maka dengan demikian salah satu tolak ukur 
penentuan upah yang proporsional adalah yang 
sesuai dengan job desc yang melekat pada tiap-tiap 
pekerjaan. 

d.  Partnership relationship 
          Dalam Islam hubungan antara perusahaan 

dengan karyawan, majikan dengan pembantu, atasan 
dengan bawahan adalah hubungan partnersip. 
Dimana keduanya saling melengkapi, dengan 
hubungan ini maka tidak ada majikan atau atasan 
yang merasa superior ketika berpapasan dengan 
bawahannya. 

e. Tidak menunda hak karyawan 
       Termasuk hal yang zhalim adalah menunda-

nunda pemenuhan hak karyawan dengan cara 
menahan atau menunda-nunda upahnya tanpa alasan 
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yang nyata dan dibenarkan. Penundaan pembayaran 
Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera 
mungkin karena upah merupakan hak pegawai yang 
harus segera dipenuhi.50 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 50

 Yuni Hidayatun Nisa’, M.Khairul Hadi Al-Asy’ari,  Analisis Konsep 

Islam Tradisi Upah Buruh Tani Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco 

Kabupaten Jember,  Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis,  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

 
A. Sejarah  Desa Kampung Bogor 

    Sejarah Desa Kampung Bogor dimulai dari tahun 1908 
pada saat penjajahan belanda ada sekelompok orang yang 
berasala dari daerah jawa barat yang bersuku sunda datang 
ke bengkulu, kemudian ada sekitar 8 kepala keluarga (KK) 
menetap disebuah tempat, kemudian mereka membuat 
sebuah pedukuhan dan memberi nama pendukuhan tersebut 
adalah Kampung Bogor, mereka bertujuan untuk membuat 
percetakan sawah dan perkebunan karena mereka  
menganggap lokasi yang ada cukup strategis dan sangat 
berpotensi untuk dijadikan persawahan dan perkebunan.51 

  Kemudian pada tahun 1909 datang lagi orang dari 
jawa barat sekitar 10 kepala keluarga (KK) dan ikut menetap 
dipendukuhan tersebut, dan sejak itulah Kampung Bogor 
mulai berkembang mereka mengangkat salah satu dari 
kelompok tersebut untuk dijadikan sebagai kepala 
pendukuhan yang bernama Iyar (alm) kemudian setelah 
beliau wafat dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Mantri 
Ibun (alm) pada tahun 1912 dilanjutkan oleh Mahmud (alm) 
dan pada tahun 1920 diteruskan oleh Thoha (alm) sampai 
tahun 1936 dilanjutkan oleh Amud (alm) sampai pada tahun 
1944 dilanjutkan oleh Mahjum (alm) sampai pada tahun 1952 
kemudian dilanjutkan lagi oleh sastra (alm) sampai pada 
tahun 1960, kemudian seiring pesatnya kemajuan zaman pada 
waktu itu pada tahun 1968 terjadi pemilihan kepala desa 
maka terpilihla Abdul Mutholib (alm) sebagai kepala Desa 
hingga sampai tahun 1993, lalu terjadi pemilihan kembali 
maka terpilihla Bapak Nurdin (alm) sampai pada tahun 2001 
terjadi pemilihan kembali dan terpilih Bapak Erwin (alm) 
sampai pada akhir 2015 terjadi pemilihan kembali dan 
terpilihla Bapak Subandi yang menjabat sebagai kepala Desa 
sampai saat ini.52  
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B. Letak dan keadaan Demografis Desa Kampung Bogor. 

1. Letak Desa Kampung Bogor 
Desa Kampung Bogor terletak di dalam wilayah 

Kecamatan Kepahiang Kabupaten  Provinsi Bengkulu. 
Desa Kampung Bogor terletak di jalan lintas perkebunanan 
teh kabawetan sekitar 2 km dari ibu kota Kabupaten 
Kepahiang. Desa terdiri dari 8 dusun yang memiliki batas-
batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan sepanjang aliran 
sungai air melintang dan desa Pematang donok 
Kecamatan Kabawetan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung 
Bogor Baru dan aliran sungai sempiang 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan sepanjang aliran 
sungai air lembut dan desa Weskus Kecamatan 
Kepahiang 

d. Sebelah Barat Berbatasan dengan aliran sungai 
sempiang dan area persawahan desa Bogor Baru 
Kecamatan Kepahiang.53 

2. Keadaan Demografis 
     Desa Kampung Bogor memiliki luas wilayah 180 

Ha, yang terdiri dari lahan pemungkiman 30 Ha, lahan 
persawahan 120 Ha, lahan persawahan 50 Ha, lahan 
perkebunan, Wilayah Desa Kampung Bogor Kecamatan 
Kepahiang memiliki Topografi daerah berbukit dan 
bergelombang  dengan kemiringan 0-70 serta ketinggian 
50-80 dpl. Sehingga Daerah Desa Kampung Bogor sangat 
cocok untuk perkebunan dan persawahan. 

 Penduduk Desa Kampung Bogor mayoritas asli 
pribumi yaitu suku sunda yang masih memegang kuat 
adat istiadat turun temurun seperti musyawarah untuk 
mufakat, gotong royong, serta adat lain yang menjunjung 
adat timur. Hal inilah yang membuat kehidupan 
masyarakat desa Kampung Bogor Aman, tentram dan 
damai, baik sesama masyarakat desa maupun masyarakat 
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desa lainnya yang ada di Kecamatan Kepahiang. Desa 
Kampung Bogor tergolong desa tertinggal baik dari segi 
perekonomian maupun sarana prasarana.54  

       Desa Kampung Bogor mempunyai jumlah 
penduduk 1900 jiwa yang terdiri dari laki-laki 792 jiwa, 
perempuan 1108 jiwa dan 700 KK, Yang terbagi dalam 8 
(delapan) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut: 

Tebel 1.2 
Jumlah Penduduk 

Dusun I Dusun II Dusun III Dusun IV Dusun 
V 

365 jiwa 393 jiwa 359 jiwa 387 jiwa  396 jiwa 

      Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021 
 

Tabel 1.3 
Usia Penduduk 

Usia 0-17 Tahun Usia 18-56 
tahun 

Usia 56 tahun 
keatas 

728 jiwa 670 jiwa 502 jiwa 

 Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021 
 

 Tabel 1.4 
Tingkat Pendidikan Umum 

Tk/ 
Paud 

SD SLTP SLTA D1-D3 S1 

26 Jiwa 210 
jiwa 

292 jiwa 113 jiwa 11 jiwa 24 jiwa 

     Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021 
 

Tabel 1.5 
Tingkat Pendidikan Khusus 

Pesantren Sekolah 
keagamaan 

Sekolah 
Luar 
biasa 

Kursus 
Keterampil

an 

14 jiwa - - - 

   Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021 
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Karena Desa Kampung Bogor merupakan Desa pertanian maka 

sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, 
selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel 1.6 
Mata Pencarian Penduduk 

PNS TNI/Polri Kariawan 
swasta 

Petani Buruh 
Tani 

35 
Jiwa 

2 
Jiwa 

112 
Jiwa 

747 
Jiwa 

396 
Jiwa 

Peternak Pengrajin Pedagang Jasa Tidak 
bekerja 

90 
Jiwa 

25 
Jiwa 

58 
Jiwa 

87 
Jiwa 

384 
Jiwa 

    Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021 
Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa 

Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang sebagai berikut: 
Tabel  1.7 

Kepemilikan Ternak 

Ayam/ 
itik 

Kambing Sapi Kerbau Lain-
lain 

270 KK 28 KK 2 KK 2 KK - 

     Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021 
 

Kondisi Sarana dan prasana umum Desa Kampung 
Bogor secara garis besar adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.8 
Sarana Dan Prasarana Desa 

No Sarana/Prasara
na 

Jumlah/Volume Keteranga
n 

1 Balai Desa - Belum ada 

2 Masjid 3 Unit 1 baik 
yang 2 

sederhana 

3 SD Negeri - Belum ada 

4 MCK Umum - Belum ada 
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5 Sarana Air 
Bersih 

Saluran PDAM Normal 

6 Jembatan 2 Unit Rusak 
berat 

7 TPU 1 Lokasi Tidak 
memadai 

8 Sungai 2.500 M Rusak 
ringan 

9 Jalan Tanah 5 km Rusak 
berat 

10 Jalan usaha tani 
dusun 6 

1,2 Km Tidak 
berfungsi 

11 Jalan Aspal 
Lapen 

2 Km Rusak 
berat 

12 Sarana Olahraga - Tidak ada 

13 Sarana Layanan 
Kesehatan 

- Tidak ada 

      Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021 
 

C. Susunan organisasi Desa Kampung Bogor 
    Struktur organisasi Desa Kampung Bogor Kecamatan 

Kepahiang menganut sistem kelembagaan pemerintahan 
Desa pola minimal, yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa 
serta dibantu dengan perangkat Desa beserta staf. Pembagian 
wilayah Desa Kampung Bogor dibagi menjadi 5 dusun dan 
masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah khusus, 
jadi setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian 
dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun  5, 
setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun yang dipilih 
langsung oleh masyarakat dusun itu sendiri. Adapun 
susunan struktur Desa Kampung Bogor dapat dilihat secara 
jelas pada bagan struktur organisasi Pemerintahan Desa.55 
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D. Peran Ijarah Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh 
Tani 
1. Pola Pekerjaan Buruh Tani 

Masyarakat Desa Kampung Bogor merupakan 
masyarakat mata pencarian utama di bidang pertanian, 
baik persawahan atau di bidang lainnya Saat seorang 
mu'jir yang memiliki sawah yang harus dikelola seperti, 
majikan membuat persemaian benih padi yang nantinya 
akan ditanam disawah, ketika benih padi tersebut sudah 
tumbuh dan waktunya untuk dipindahkan kesawah, maka  
mu'jir  membutuhkan buruh untuk melakukan pekerjaan 
tersebut. Untuk mencari buruh yang akan melakukan 
pekerjaan dipersawahan maupun diladang, maka majikan 
mengontak buruh tani dengan cara langsung mendatangi 
rumah buruh tani tersebut, kemudian antara mu'jir dan 
musta’jir  melakukan perjanjian kerja secara lisan bukan 
tertulis  

Mu'jir memberitahu mengenai jenis pekerjaan yang 
akan dilakukan oleh buruh dan waktu dalam bekerja 
termasuk akan diberi makan siang atau tidak diberi makan 
siang, jika tidak diberi makan siang biasanya majikan 
memberikan minum beserta makanan ringan atau rokok 
bagi buruh laki-laki. Walaupun jam kerja sudah ditentukan 
antara majikan dan buruh, akan tetapi tidak sedikit buruh 
yang memulai pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang 
ditentukan, seperti yang seharusnya buruh berangkat jam 
07.00 WIB tetapi buruh malah berangkat jam 08.00 WIB 
tanpa ada saksi. Saat buruh melakukan pekerjaannya, 
terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses 
pekerjaan buruh. Akan tetapi, majikan sering tidak 
mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak 
ada kesakapatan dalam tata cara melakukan pekerjaannya. 
Ketika majikan tidak sedang mengawasi pekerjaan buruh, 
terkadang buruh mencuri waktu untuk istirahat disaat 
waktu kerja sampai ada seorang buruh yang pulang lebih 
awal sebelum jam istirahat maupun sebelum jam kerja 
selesai. Hal ini, yang menyebabkan majikan tidak dapat 
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menaikan upah buruh termasuk untuk perbedaan upah 
antara buruh laki-laki dan perempuan. 

2. Sistem Pengupahan Buruh Tani 
 Sistem pengupahan mempunyai peran penting 

dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang 
nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh.  
Masyarakat Desa Kampung Bogor upah-mengupah sudah 
tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas 
sebagai petani dan buruh. Desa Kampung Bogor 
kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, 
sehingga seorang perempuan/istri banyak yang memilih 
menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut 
dilakukan oleh seorang laki-laki. 

jenis pekerjaannya adalah harian, Mu’jir datang 
langsung ke rumah Mua’jir untuk menawarkan pekerjaan 
berubah buruh harian ngarit padi, jika Mua’jir bersedia 
terhadap tawaran Mu’jir maka besok paginya sudah bisa 
datang bekerja tanpa adanya akad yang dilakukan secara 
tertulis.   dan dalam penetapan upah tidak ada tawar-
menawar. pembayaran upah dibayar setelah buruh selesai 
bekerja. jenis pekerjaannya yaitu memotong batang padi 
dan menggebuk (merontokan padi). untuk upah buruh 
laki-laki sebesar Rp 60.000 lengkap dengan rokok makan 
dan minum sedangkan perempuan Rp 50.000 lengkap 
dengan makan dan minum. 

E. Responden Penelitian 
     Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 

masyarakat Desa Kampung Bogor, dengan karakteristik 
sebagai berikut  
1. Jumlah Responden 

  Responden dalam pennelitian ini berjumlah 10 
orang yaitu 4 orang Mu‟jir ( Orang yang mempekerjakan, 
5 orang buruh dan 1 orang kepala dusun. 
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Tabel 2.1 
Jumlah Responden 

 

NO Nama Jenis 
Kelamin 

Pekerjaan 

1 Mahmud Laki-laki  Kepala 
Dusun  

    2 Rika Perempuan  Buruh 

3 Iis  Perempuan  Buruh 

4 Dena  Perempuan  Buruh 

5 Mik Laki-laki  Buruh 

6 Sabar Laki-Laki Buruh 

7 Darmansyah  Laki-laki Pemberi 
Upah 

8 Uci  Laki-laki Pemberi 
Upah 

9 Paino  Laki-laki Pemberi 
Upah 

10 Sarmi Perempuan  Pemberi 
Upah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

A. Praktek Pembayaran Ijarah Buruh Tani 
1. Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani Di Desa Kampung 

Bogor 
Sistem pembayaran upah merupakan hal yang 

penting dalam menunjang semangat kerja yang akan 
berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah adalah harga dari 
tenaga yang harus dibayar atau jasanya dalam bekerja 
mencari rezeki. Masalah upah buruh tani di Desa Kampung 
Bogor sangat berbeda di tempat lain, salah satunya upah 
harian ngarit padi.  

Masyarakat Desa Kampung Bogor merupakan 
masyarakat yang bermata pencarian di bidang pertanian, 
persawahan dan kolam ikan. Jadi sudah tidak asing lagi jika 
banyak para perempuan juga ikut bekerja menjadi buruh 
harian. Pada saat penanaman padi di sawah, biasanya 
dikerjakan oleh para buruh perempuan, buruh laki-laki 
tidak ikut serta dalam hal penanaman padi. Ketika tiba 
waktunya panen barulah Mu’jir (pemberi upah) 
membutuhkan tenaga buruh laki-laki dan buruh perempuan  
untuk membantu panen padi. Untuk mencari buruh yang 
akan membantu menyelesaikan pekerjaan di sawah maka 
Mu’jir (pemberi upah) biasanya datang kerumah setiap 
buruh baik buruh laki-laki maupun perempuan untuk 
mengontrak mereka untuk membantu menyelesaikan 
pekerjaanya. 

Berdasarkan keterangan wawancara dengan buruh 
tani harian ngarit padi di Desa Kampung Bogor yaitu ibu 
Dena mengatakan bahwa “Biasanya pada saat waktu panen 
padi telah tiba pemilik sawah datang kerumah saya bertanya 
kepada saya apakah bisa membantu dia dalam memanen 
padi di sawahnya, saya jawab bisa. besok pagi sudah bisa 
mulai bekerja.” 56 
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 Dena, pekerja/buruh, Wawancara tanggal  14 November 2021, Pukul 

16.10 wib 
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

buruh perempuan di Desa Kampung Bogor, maka upah 
mengupah yang dilakukan di Desa Kampung Bogor tidak 
ada akad yang mengikat, sistem perjanjian kerjanya 
dilakukan secara lisan saling percara dan tidak terlalu 
formal. Kedua belah pihak antara Mu’jir (pemberi upah) dan 
Musta’jir (buruh) saling setuju secara lisan tanpa adanya 
bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Dalam perjanjian 
antara Mu’jir (pemberi upah) dan Musta’jir (buruh) tidak ada 
pemberitahuan bahwa upah antara buruh laki-laki dan 
buruh perempuan dibedakan, tetapi masyarakat Desa 
Kampung Bogor sudah mengetahui sendiri mengenai hal 
tersebut  mengenai perbedaan upah antara buruh laki-laki 
dan buruh perempuan. 

        Sedangkan dalam pembayaran upah, upah yang 
didapatkan buruh laki-laki lebih besar dari pada upah buruh 
perempuan. Sebagaimana dalam keterangan wawancara 
dengan buruh tani harian panen padi di Desa Kampung 
Bogor yaitu ibu Arsi mengatakan bahwa : 

Memang benar upah buruh laki-laki berbeda dengan 
perempuan, perbedaan itu sudah umum di Desa ini, 
semenjak saya menjadi buruh tani sudah berbeda upah 
antara laki-laki dan perempuan, penyebabnya karena 
kinerja laki-laki lebeh besar dan cepat dari pada 
perempuan, contohnya hasil kerja dari laki-bisa 
mendapatkan 1 petak sawah dalam sehari sedangkan kalo 
buruh perempuan hanya mendapatkan setengah petek 
sawah saja. Jadi dari itulah yaang membuat ada 
perbedaan upah dalam bekerja. 57 

 

Selanjutnya pendapat ibu Meti selaku buruh tani 
harian panen padi di Desa Kampung Bogor mengatakan 
bahwa : 
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 Arsih, pekerja/buruh, Wawancara tanggal  15 November 2021, Pukul 

15.30 wib 
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Perbedaan upah tersebut memang benar, biasanya 
perbedaanya itu berkisar Rp 10.000, beda tempat bekerja 
beda juga upahnya biasanya saya ada yang beri Rp 
40.000 dan laki-laki di beri Rp 50.000 dan ada juga yang 
beri Rp 50.000 dan laki-lakinya 60.000 itu tergantung 
yang beri upah, lengkap dengan diberi makan dan 
minum.58 

 

Selanjutnya pendapat bapak Jumangin selaku buruh tani 
harian panen padi di Desa Kampung Bogor mengatakan 
bahwa “Saya biasanya kalo upahan panen padi umumnya 
diberi Rp 50.000 lengkap dengan makan, minum dan rokok. 
Ada juga yang upah Rp 60.000 tapi tidak beri rokok, tapi di 
beri makan dan minum tergantung sama yang beri upah.” 59 

Selanjutnya pendapat bapak iin selaku buruh tani 
harian panen padi di Desa Kampung Bogor mengatakan 
bahwa : 

Untuk masalah upah jenis harian ya berbeda dengan 
perempuan tapi bedanya tidak terlalu jauh paling beda 
antara Rp 5.000-10.000 dan laki-laki diberi rokok, ada juga 
yang tidak di beri rokok, umumnya upah untuk buruh 
petani di sini masih kecil masih berkisaran Rp 50.000-
70.000. Beda orang beda jumlah upahnya.60 

 
Selanjutnya pendapat bapak Darmansyah selaku 

pemberi upah atau pemilik sawah  di Desa Kampung Bogor 
mengatakan bahwa : 

Saya jika mengupah harian ngarit padi buruh laki-laki 
dan buruh perempuan berbeda upahnya, biasanya buruh 
laki-laki saya beri Rp 65.000 lengkap dengan makan dan 

                                                           
                       

58
 Meti, pekerja/buruh, Wawancara, tanggal  13 November 2021, Pukul 

16.30 wib 
          

59
 Jumangin, pekerja/buruh, Wawancara tanggal  15 November 2021, Pukul 

08.10 wib 
          

60
 Iin pekerja/buruh, Wawancara tanggal  16 November 2021, Pukul 16.30 

wib 
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minum tapi tidak saya beri Rokok, sedangkan perempuan 
saya beri Rp 50.000 tapi beri makan dan minum.61 

 

Selanjutnya pendapat ibu Agustini selaku pemberi upah 
atau pemilik sawah  di Desa Kampung Bogor mengatakan 
bahwa “Biasanya kalo saya beri upah untuk buruh laki-laki 
saya beri Rp 60.000 lengkap dengan makan, minum dan 
rokok sedangkan untuk buruh perempuan saya beri Rp 50.000 
diberi makan, minum saja. Dan sistemnya sudah bekerja 
langsung saya beri upahnya.” 

Selanjutnya pendapat bapak Mikut selaku pemberi upah 
atau pemilik sawah  di Desa Kampung Bogor mengatakan 
bahwa “Saya kalo ngupah untuk jenis pekerjaan harian untuk 
para buruh laki-laki saya upah Rp 50.000 dan perempuan Rp 
40.000, sudah diberi makan dan minum dan untuk laki-laki 
tambahannya di kasih rokok”. 62 

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat tersebut 
dapat di pahami untuk perbedaan upah antara laki-laki dan 
perempuan itu dilihat dari kinerjanya, karena kinerja laki-laki 
lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan 
untuk  sistem pembayaran ngarit padi di Desa Kampung itu 
jenisnya harian, sudah selesai pekerjaan langsung di bayar, 
pembayaran upah berupa uang. Rata-rata upah laki-laki di 
Desa Kampung bogor Rp 60.000 dan perempuan 50.0000.  
Perbedaan nominal upah antara laki-laki dan perempuan ini 
berkisaran Rp 10.000-15.000 ada yang memberi  rokok dan 
ada pula yang tidak memberi rokok untuk para buruh laki-
laki tergantung sama yang memberi upah, tetapi 
mayoritasnya memberi rokok untuk para buruh perempuan. 
Dengan demikian untuk di Desa Kampung Bogor  jumlah 
nominal upahnya masih tergolong kecil, berkisaran Rp 40.000 
– Rp 70.000 per harinya. Untuk mendapatkan hasil yang 
lumayan besar bisa dilihat dari luas sawah tersebut, semakin 
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 Darmansyah, Pemberi pekerja/pemilik sawah, Wawancara tanggal 12 

November 2021, Pukul 16.30 wib 
62

 Mikut, pemberi upah/ pemilik sawah, Wawancara tanggal  11 November 

2021, Pukul 15.30 wib 
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luas sawahnya semakin lama harian kerja mereka dan 
semakin besar jumlah uang yang di dapatkan.  

Perbedaan pembayaran ini memang sudah ada sejak 
dahulu, dan telah dibenarkan oleh masyarakat di sana, 
menurut mereka perbedaan sistem pembayaran ini terjadi 
bukan karena untuk membeda-bedakan gender tetapi di lihat 
dari kinerja masing-masing baik buruh laki-laki dan 
perempuan.  

2. Faktor-Faktor Terjadinya Pembayaran Upah Antara Laki-
Laki Dan Perempuan Di Desa Kampung Bogor 

  Desa Kampung bogor termasuk Desa yang 
perekonomian masyarakatnya masih menengah kebawah. 
Tidak hanya para laki-laki saja yang bekerja sebagai buruh 
tani, tetapi para perempuan juga ikut bekerja sebagai buruh 
tani. Jadi sudah tidak heran lagi melihat banyak para 
perempun yang ikut bekerja menjadi buruh tani demi 
mencukupi ekonomi keluarga. Tidak hanya itu saja di Desa 
Kampung Bogor juga tempat terjadinya praktik perbedaan 
pembayaran upah antara buruh laki-laki dan buruh 
perempuan. Faktor yang menyebabkan terjadinya 
perbedaan  pembayaran upah antara buruh laki-laki dan 
perempuan yaitu menurut masyarakat di sana bahwa para 
pekerja buruh laki-laki dominan memiliki tenaga yang lebih 
kuat dan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan di 
bandingkan dengan para buruh perempuan. 

Berdasarkan keterangan wawancara dengan pemilik 
sawah Desa Kampung Bogor yaitu bapak Mikut selaku 
Mu’jir mengatakan bahwa : 

Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah 
antara laki-laki dan perempuan ini ya disebabkan karena 
laki-laki memiliki tenaga lebih kuat dibandingkan dengan 
perempuan dan perempuan biasanya sudah asar sudah 
pulang karena sudah membagi waktu di rumah seperti 
masak, sedangkan kalo laki-laki ini pulangnya sampai 
sore sekitar jam 17.00 wib.63 
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 Mikut, pemberi upah/ pemilik sawah, Wawancara tanggal  11 November 

2021, Pukul 15.30 wib 
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 Selanjutnya menurut Darmansyah selaku  pemilik sawah 
Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa : 

Ketika saya memperkerjakan buruh laki-laki dan 
perempuan yang menyebabkan perbedaan upanya yaitu 
karena faktor kecepatan, biasanya kalo laki-laki itu lebih 
cepat dalam bekerja kalo perempuan agak lambat dan 
juga perempuan ini datangnya sering ngaret jamnya, janji 
datang jam 07.00 wib, dia datang jam 08.00 wib dengan 
alasan ngerjakan pekerjaan rumah dahalu.64 

 
Kemudian menurut Agustini  selaku  pemilik sawah 

Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa : 
Faktor- faktornya yaitu karena sudah dari dulu upah 
antara laki-laki dan perempuan itu berbeda meskipun 
dengan pekerjaannya sama-sama ngarit padi lagi pula 
kalo dilihat dari tenaga dan kecepatan lelaki emang jauh 
lebih cepat dari pada perempuan, dari situlah 
penyebabkan membedakan upah antara laki-laki dan 
perempuan. 65 
 
Pendapat selanjutnya dari Ino selaku  pemilik sawah Desa 

Kampung Bogor mengatakan bahwa : 
Faktornya yaitu kalo saya lihat dari kinerja kerjanya, 
emang benar di desa ini sistem pembayaran upah buruh 
berbeda antara perempuan dan laki-laki meskipun dalam 
pekerjaan yang sama, tetapi kami sebagai pemberi upah 
melihat dari  kinerja kerjanya. Di sini bukan hanya ngarit 
padi saja yang berbeda sistem pembayarannya tetapi 
setiap buruh tani seperti merumput, panen cabe, panen 
jagung itu pasti berbeda upahnya dengan perempuan, 
disebabkan ya karna kinerja nya tadi, Lagian para pekerja 
perempuan banyak berentinya kalo kerja harian itu 
biasnya berhentinya bisa sampai 4-5 kali berenti 
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alasannya minum tapi bisa sampai 5-10 menit itu 
berentinya, sedangkan laki-laki berenti cuman saat waktu 
istirahat ketika zuhur, sekalian makan, ngopi dan 
merokok. masa iya harus di sama kan upahnya dengan 
perempuan sedangkan laki-laki lebih banyak dapat hasil 
panennya di bandingkan dengan perempuan, jadi itula 
penyebabnya kenapa sistem upah di desa ini berbeda.66 

 

  Pendapat selanjutnya disampaikannya dari  sarmi 
selaku  pemilik sawah Desa Kampung Bogor mengatakan 
bahwa “Faktornya yaitu ya karna emang dari dahalu sejak 
saya menetap di sini sudah berbeda sampai sekarang, lagi 
pula kan sudah jelas laki-laki itu kerjanya lebih cepat dari 
perempuan jadi itula yang faktor penyebabnya.”67 

Pendapat selanjutnya disampaikannya dari bapak 
Mahmud selaku Kepala Dusun Desa Kampung Bogor 
mengatakan bahwa : 

Setahu saya karena faktor ekonomi banyak para 

perempuan juga ikut bekerja membantu para suami 

mereka dalam bekerja, dan perbedaan upah antara buruh 

laki-laki dan perempuan ini sudah ada sejak zaman 

dahulu, sebelum menjadi kadus juga saya pernah ikut 

bekerja sebagai buruh, sejak itu sudah berbeda upahnya 

hingga sekarang. 68 

Pendapat selanjutnya disampaikannya dari ibu Kimik 
selaku buruh di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa : 

Karena faktor ekonomi, membuat saya terpaksa bekerja 
sebagai buruh tani, klo bukan karena faktor ekonomi 
enakla saya diam di rumah, tetapi tidak bisa 
menghindarinya lagi. demi untuk membantu mencukupi 
ekonomi keluarga,  saya berusaha bekerja  membantu 
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suami sebagai buruh tani agar mencukupi kebutuhan 
sehari-sehari, belum lagi tanggungan nyekolahkan anak. 
69 

 

Pendapat selanjutnya disampaikannya dari ibu Meti 
selaku buruh di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa 
“Faktor yang melatar belakangi saya menjadi buruh yaitu 
untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi 
keluarga.”70 

   Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  penulis 
mengenai Faktor- faktor terjadinya perbedaan pembayaran 
upah antara laki-laki dan perempuan di Desa Kampung 
Bogor mayoritas jawaban dari pemberi upah yaitu karena 
kinerja laki-laki lebih kuat dan lebih cepat dari pada 
perempuan dalam melakukan pekerjan sehingga pekerjaan 
jadi cepat selesai dan tidak itu saja terkadang para mu’jir 
juga sering mengawasi pekerja para buruh, yang 
menyebabkan adanya perbedaan upah. Dengan begitu tidak 
membuat para pemilik sawah tidak mempekerjakan buruh 
perempuan, terkadang kerja buruh perempuan lebih rapi 
dari pada buruh laki-laki hanya saja dalam hal kecepatan 
memang lebih cepat para buruh laki-laki di bandingkan 
dengan perempuan. Faktor ekonomilah yang menuntut para 
perempuan terpaksa ikut bekerja membantu suami. Mereka 
merasa lebih baik bekerja menjadi buruh harian di sawah di 
banding berdiam diri di rumah saja, mereka tidak pernah 
memikirkan teriknya panas matahari dingin hujan di kala 
hujan, setidaknya mereka  bisa sedikit membantu 
pendapatan suami mereka untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi keluarga. 

 Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan ini 
sudah berjalan sejak dahulu sampai sekarang. Tidak hanya 
itu saja rata-rata setiap buruh petani itu sistem 
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pembayarannya berbeda antara laki-laki dan perempuan, 
bukan hanya buruh ngarit padi saja tetapi juga terjadi  buruh 
panen cabe, buruh panen jagung, buruh merumput itu pasti 
berbeda upahnya dengan perempuan meskipun dalam hal 
kerjanya sama. Perbedaan upah tersebut terjadi bukan 
karena membeda-bedakan jenis kelamin saja, tetapi lebih 
melihat kinerja kerjanya yang memang berbeda antara laki-
laki dan perempuan. Dan sudah umum terjadi di 
masyarakat Desa Kampung Bogor. 

Saat melakukan pekerjaanya terkadang para pemilik 
sawah atau yang memberi upah sering datang kesawah untuk  
melihat kinerja para buruh. faktor-faktor terjadinya yang 
menyebabkan perbedaan pembayaran upah antara laki-laki 
dan perempuan disebabkan oleh: 
1. Para buruh perempuan sering terlambat datang, padahal 

sudah diberitahu oleh Mu’jir (pemberi upah) seharusnya 
datang jam 07.00 Wib tetapi para pekerja laki-laki datang 
jam 08.00 Wib. Sehingga menyebabkan hasil yang di dapat 
perempuan lebih sedikit di bandingkan dengan para 
buruh laki-laki. 

2. Dalam waktu bekerja para buruh perempuan sering 
berhenti istirahat, biasanya bisa sampai 2-4 kali istirahat 
dalam sehari, yang memakan waktu berkisar 5-10 menit. 
Sedangkan para pekerja laki-laki hanya berhenti waktu 
zuhur pada saat jam istirahat sekalian makan minum dan 
merokok. 

3. Para buruh perempuan biasanya pulang bekerja sewaktu 
sudah asar sudah pulang karena mau masak dan 
mengurus rumah sedangkan para buruh laki-laki biasanya 
pulang bekerja jam 17.00 Wib. 

4. Kekuatan laki-laki lebih besar dan lebih cepat sehingga 
hasil yang di dapatkan pun lebih banyak dari pada 
perempuan. 

Oleh sebab itulah faktor terjadinya pembayaran upah 
antara buruh laki-laki dan buruh perempuan Desa Kampung 
Bogor, pada dasarnya sesuai dengan sistem pengupahan atau 
bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan 
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(mu’jir) dengan buruh (musta‟jir), karena banyak kalangan 
dari masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 
sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk 
membantu menyelesaikan pekerjaannya. 

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah antara 
Laki-laki dan Perempuan di Desa Kampung Bogor Kabupaten 
Kepahiang. 

Allah menciptakan manusia dengan maksud agar saling 
tolong menolong antar sesama manusia dengan cara 
bermuamalah. Prinsip dasar muamalah yakni untuk 
menciptakan kemaslahatan untuk manusia. Menurut padangan 
islam terdapat beberapa pedoman atau acuan yang dijadikan 
dasar atau hukum dalam islam yaitu  Al-Qur‟an dan hadist. 

Dilihat dari objeknya, akad ijarah terbagi menjadi dua 
yakni ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah) dan ijarah yang 
bersifat pekerjaan (al-ijarah ‘amal) yakni dengan cara 
memperkerjakan seseorang melakukan suatu pekerjaan. 
Sebagaimana praktiknya perbedaan upah antara laki-laki dan 
perempuan di Desa Kampung Bogor termasuk dalam al-ijarah 
‘amal yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan 
suatu pekerjaan. 

Dalam hukum islam ijarah seperti ini di bolehkan 
apabilah jenis pekerjaannya jelas. Pihak-pihak yang terlibat 
dalam ijarah yaitu Mu’ajir yakni orang yang memberi upah 
atau bisa disebut dengan majikan. Sedangkan Musta’jir yakni 
orang yang menerima upah karena telah melakukan suatu 
pekerjaan atau bisa disebut dengan buruh atau pekerja.  

Dalam fiqh muamalah, upah (Ijarah) dapat  terbagi 
menjadi dua jenis: pertama adanya saling kerelaan antara dua 
belah pihak dalam bertransaksi, kedua upah harus sepedan 
baik jenis maupun kondisi pekerjaanya Sedangkan upah yang 
setera atau sepadan untuk suatu jenis pekerjaan yang memiliki 
nilai setera atau sama, tidak diperbolehkan membedakan upah 
berdasarkan jenis kelamin. Upah paling tepat yaitu diberikan 
tanpa harus menindas dari pihak manapun, setiap para pekerja 
baik buruh tani laki-laki dan perempuan memperoleh bagian 
yang sah dari hasil kerja tanpa adanya ketidakadilan dalam 
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pemberian. sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah 
swt. 

                         

               

                       

                    

                     

                    

                   

           

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu 
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
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pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.( Q.S Al-
Baqarah ayat 233) 

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah 

kepada buruh atau para pekerja harus sesuai dengan apa yang 
mereka kerjakan atau lakukan sesuai dengan ketentuan awal 
yang telah mereka sepakati. Dapat dijelaskan bahwa 
pengupahan yang dilakukan di masyarakat Desa Kampung 
Bogor harus sesuai dengan hukum islam dan setiap 
muamalahnya hukumnya mubah, dalam artian jika Mu‟jir 
memberikan upah baik antara buruh tani laki-laki dan buruh 
tani perempuan dilihat dari faktor kecakapan kerjanya  seperti 
buruh tani perempuan sering datang terlambat, sering berhenti 
istirahat sebelum waktunya istirahat, pulangnya lebih awal 
sedangkan buruh tani laki-laki sesuai dengan ketepatan waktu 
dalam bekerja dan hasil kerjanya lebih banyak. Oleh karena itu 
pembayaran upah harus dilakukan dengan jelas dan sepadan 
seperti apa yang dikerjkan agar tidak merugikan salah satu 
pihak.  
   Perbedaan upah antara buruh laki-laki dan buruh 
perempuan di Desa Kampung bogor sudah ada sejak lama  atas 
dasar mengikuti dasar urf (adat istiadat) yang sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat. dasar urf  (adat istiadat) dapat dipakai 
dalam lingkungan masyarakat selama tidak bertentangan 
dengan dengan hukum islam dan tidak menimbulkan 
kemudoratan bagi kalangan masyarakat. Pemahaman kaidah 
ini mengajarkan bahwa manusia harus di jauhkan dari idharar 
(tidak menyakiti), orang lain maupun diri sendiri. Jadi selama 
dalam penetapan upah dengan sistem urf  (adat istiadat) yang 
terjadi di Desa Kampung Bogor mempertimbangakan hasil 
kerja para buruh baik buruh laki-laki maupun buruh 
perempuan, maka hal tersebut tidak akan merugikan buruh 
tani yang dan tidak akan menimbulkan kemudharatan. Yang 
akan menimbulkan kemudharatan apabila memberi upah 
dengan sistem urf (adat istiadat) tidak mempertimbangkan 
hasil kerja yang hanya melihat dari jenis kelamin maka hal 
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tersebut pasti akan membawa kemudharatan yang dilarang 
dalam hukum islam. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam 
Al-Qur‟an bahwasannya tidak ada perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan yang membedakannya haanyala keimanan 
dan ketaqwaannya. 

                     

                  

     

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 
laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan 
beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya 
akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan. (QS. An-Nahl (16):97) 

 
   Sistem upah yang telah dijelaskan dalam fiqih 

muamalah bahwasannya tidak diperbolehkannya adanya 
unsur penindasan dan prinsip keadilan harus dijalankan sesuai 
dengan ajaran hukum islam. Untuk mengetahui bagaimana 
Tinjaun Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Ijarah 
Buruh Tani tersebut, dibawah ini penulis uraikan: 

1. Dari Rukun  
      Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani di Desa 

Kampung Bogor sudah memenuhi sudah memenuhi 
rukun ijarah. yang menerangkan adanya orang yang 
berakad (Aqid) yaitu Mu’jir (orang yang memberi upah) 
dan Musta’jir (orang yang menerima upah), adanya sighat 
akad yaitu berupa ijab dan qabul, adanya upah, dan 
terahir manfaat. rukun ijarah merupakan pokok yang 
tidak boleh ditinggalkan agar dibenarkan oleh hukum 
syara‟. 
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2. Dari Syarat  
Dari segi syarat ada yang sudah memenuhi syarat-

syarat ijarah dan ada yang masih belum memenuhi syarat 
yaitu untuk syarat terjadinya akad sudah terpenuhi sesuai 
dengan hukum syara‟ yaitu aqid yang berakal dan 
mumayyiz dan untuk akad ijarah tidak sah apabila 
pelakunyanya gila atau masih di bawah umur.  Dalam 
konsep upah (ijarah) memiliki syarat-syarat tertentu yang 
dilakukan oleh Musta’jir dan Mu’ajir yaitu: Kedua belah 
pihak yang berakat menyatakan kerelaan melakukan 
akad ijarah apabilah salah seorang terpaksa melakukan 
akad ini, maka akad ijarah nya tidak sah. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah swt. 

                

                    

                     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. (Q.S an-Nisa 29) 

  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di 
Desa Kampung Bogor bahwasannya alasan para perempuan 
banyak yang bekerja sebagai buruh tani karena tuntutan 
ekonomi, yang membuat mereka terpaksa bekerja 
membanting tulang membantu para suami untuk mencukupi 
kebutuhan ekonomi keluarga meskipun dengan upah yang 
berbeda. Mengenai upah, sejak awal  buruh tani perempuan 
sudah mengetahui adanya perbedaan upah antara laki-laki 
dan perempuan, karena perbedaan tersebut sudah ada sejak 
dahulu dan sudah umum di Desa Kampung Bogor, tetapi 
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desakan faktor ekonomi yang membuat mereka tidak protes 
akan hal itu sehingga mereka tetap bekerja dengan sistem 
upah yang ada. 

Jadi akad akan batal jika ada paksaan dari pihak 
majikan kepada pihak buruh perempuan dan buruh 
perempuan merasa keberatan, tetapi selama tuntutan 
ekonomi yang menjadi penyebab keterpaksaan para buruh 
dalam bekerja maka akadnya tetap sah.  

Kemudian mengenai waktu  pembayaran upah yang 
telah peneliti lakukan di Desa Kampung Bogor yaitu sudah 
sesuai dengan hukum islam seperti yang dijelaskan dalam 
hadis Rasulullah saw yaitu:     

قاَ لَ رَ سُوْ لُ الله وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا للّةُ عَنْةُ قاَ ل:
راََجْرَهُ قَ بْلَ انَْ ىَجِفَّ عُرقُوُ وَسَلمَ:عَلَىْوِ  اعُْطوُْاالَاجِى ْ  

Artinya: Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, “ 
Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum 
keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah) 

 

 Hadis di atas menjelaskan dalam akad ijarah 
bahwasanya dalam memperkerjakan seseorang atau 
menggunakan jasa seseorang harus segera mungkin di bayar 
upahnya dan  tidak  menunda-nuda pembayaran upah 
seseorang. Sesuai dengan hasil penelitian menggambarkan 
bahwa sistem pembayaran upah  di Desa Kampung Bogor 
sudah sesuai dengan konsep ijarah yaitu pemilik sawah 
memberikan upah kepada buruh tani setelah selesai pekerjaan 
dilakukan. 

 Jadi hasil penelitian di Desa Kampung Bogor 
menggambarkan bahwa praktik membayaran ijarah di Desa 
Kampung Bogor sudah sesuai dengan hukum islam  jika 
mu’jir memberikan upah para pekerja baik buruh laki-laki 
dan buruh perempuan mempertimbangkan kualitas 
kerjanya seperti perempuan hasil kerjanya lebih sedikit di 
banding dengan laki-laki dan perempuan sering datang 
terlambat dalam bekerja pulangnya lebih cepat sedangkakan 
para laki-laki kerjanya lebih banyak dan pulangnya juga 
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lebih sore, para perempuan sering berhenti istirahat dalam 
bekerja sedangkan laki-laki istirahat hanya pada jam 
istirahat. Dan jika dilihat berdasarkan faktor-faktor tersebut 
maka hukumnya perbedaan upah antara laki-laki dan 
perempuan  menjadi mubah. Sedangkan  untuk sistem 
pembayaran juga sudah sesuai dengan hukum islam di 
bayar setelah selesai masa bekerja. Sedangkan pada akad 
ijarah nya tetap sah apabila unsur keterpaksaan yang di 
rasakan buruh perempuan berdasarkan faktor ekonomi yang 
tidak bisa dihindari, namun akadnya juga bisa batal apabila 
ada paksaan dari pihak majikan dalam porsi pekerjaan di 
luar kewajibannya sebagai buruh perempuan. Seharusnya 
sistem pembayaran upah di Desa Kampung Bogor baik 
buruh perempuan dan buruh laki-laki harus sama rata agar 
tidak terjadi kecemburuan sosial agar menghindari 
kemudharatan, karena hubungan laki-laki dan perempuan 
adalah setara. tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya 
terletak pada kualitas pengabdian dan ketaqwaan kepada 
sang maha kuasa yaitu Allah swt . 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Tinjaun Hukum Islam terhadap praktik pembayaran Ijarah 
buruh tani di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang, 
Kabupaten Kepahiang dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem Pembayaran ijarah buruh tani di Desa Kampung 
Bogor dengan sistem harian, upah di bayar setelah buruh 
selesai bekerja, untuk upah buruh laki-laki sebesar Rp 
60.000 lengkap dengan rokok makan dan minum 
sedangkan perempuan Rp 50.000 lengkap dengan makan 
dan minum, akad yang dilakukan secara lisan, Mu’jir 
datang langsung ke rumah Mua’jir untuk menawarkan 
pekerjaan berubah buruh harian ngarit padi, jika Mua’jir 
bersedia terhadap tawaran Mu’jir maka besok paginya 
sudah bisa datang bekerja tanpa adanya akad yang 
dilakukan secara tertulis.  

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan 
pembayaran ijarah antara buruh laki-laki dan buruh 
perempuan di Desa Kampung Bogor yaitu dilihat 
berdasarkan kinerja buruh dan pemanfaatan waktu. 
sehingga dari faktor tersebut yang dijadikan patokan oleh 
para Mu’jir dalam memberikan upah kepada Mua’jir.  

3. Ditinjau Hukum Islam terhadap praktik pembayaran ijarah 
di Desa Kampung Bogor sudah sesuai dengan hukum 
islam. yaitu dalam sistem pembayaran upah (ijarah) buruh 
tani di bayar setelah buruh selesai bekerja tanpa menunda-
nunda pembayaran. Dan mu’jir memberikan upah 
mempertimbangkan kualitas kerjanya dan pemanfaatan 
waktu  bukan berdasarkan faktor urf (adat istiadat) maka 
hukum perbedaan pembayaran Ijarah ini menjadi Mubah.  
Sedangkan mengenai akadnya, akadnya tetap sah, apabila 
unsur keterpaksaan yang di rasakan oleh para buruh 
berdasarkan faktor ekonomi, Namun akad akan menjadi 
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batal jika ada paksaan dari pihak majikan kepada pihak 
buruh perempuan dalam porsi pekerjaan di luar 
kewajibannya sebagai buruh perempuan. 

B. Saran  
   Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan bagi 

masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang 
Kabupaten Kepahiang yaitu: 
1. Hendaknya tidak ada perbedaan upah antara buruh tani 

laki-laki dan perempuan karena jenis  pekerjaannya sama, 
hendaknya upah diberikan sama rata agar tidak adanya 
kecemburuan sosial agar terhindarnya dari kemudharatan. 

2. Untuk menghindari kerugian salah satu pihak hendaknya 
mu’jir (pemberi upah) mengawasi kerja para Musta’jir (yang 
menerima upah) dan hendaknya sebelum bekerja dibuat 
suatu perjanjian tertulis yang menerangkan aturan-aturan 
dalam melakukan  pekerjaan. 

3.  Hendaknya sistem upahan ngarit padi di rubah dari jenis 
harian ke jenis borongan, karena jika dalam bentuk 
borongan si Musta’jir (yang menerima upah) akan mengejar 
waktu agar cepat selesai dalam bekerja sehingga hasilnya 
lebih maksimal, agar lebih mencerminkan unsur keadilan. 

4. Untuk mu’jir (pemberi upah) mengawasi kerja para 
Musta’jir (yang menerima upah) hendaknya bekerja 
dilandasi dengan unsur saling tolong menolong dan saling 
rela agar tidak merasa adanya unsur ketidakadilan dan 
keterpaksaan dalam bekerja. 
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